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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik otoritas orang tua, khususnya
ayah selaku wali nasab, yang kerap berbenturan dengan hak kebebasan memilih
pasangan dan kerelaan (rid@) anak perempuan akibat minimnya ruang musyawarah
dalam keluarga, sehingga berpotensi memicu ketidaksiapan emosional dan
kerentanan konflik pasca-pernikahan.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan otoritas orang tua
sebagai wali dalam keputusan pernikahan anak perempuan di Desa Mentaos,
Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan (2) untuk menganalisis tinjauan
Hukum Keluarga Islam terhadap peran dan tanggung jawab orang tua tersebut.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi
terhadap tujuh narasumber tiga ayah, tiga anak perempuan, dan satu tokoh agama
lalu dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan
triangulasi sebagai uji keabsahan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) otoritas orang tua di Desa Mentaos
bersifat protektif dan fasilitatif, dengan para ayah menjalankan fungsi preventif
melalui standar kelayakan calon berbasis akhlak yang selaras dengan perspektif al-
Ghazali, meski keterlibatan anak perempuan bervariasi antara pola dialogis hingga
sepihak; (2) kedudukan ayah sebagai wali nasab telah memenuhi ketetapan syar’i,
dan berdasarkan maqasid al-syari’ah al-Syatibi, aspek hifz al-nasl, hifz al-din, dan
hifz al-mal telah terpenuhi proporsional, namun hifz al-nafs dan hifz al-"aql berisiko
terabaikan pada pola yang kurang melibatkan anak. Oleh karena itu, maqasid al-
syari’ah menghendaki integrasi seimbang antara bimbingan wali nasab dan
kerelaan anak perempuan.
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This study is motivated by the practice of parental authority particularly the
father as primary marriage guardian (wali nasab) which often conflicts with a
daughter’s right to freely choose her partner and her consent (rida) due to limited
space for family deliberation, potentially triggering emotional unpreparedness and
post-marital conflict.

This research aims to (1) to describe parental authority as guardianship in
the marriage decision of daughters in Mentaos Village, Gudo District, Jombang
Regency, and (2) to analyse the Islamic family law perspective on parental roles
and responsibilities in this context.

A qualitative case study method was employed. Data were collected through
in-depth interviews, observation, and documentation involving seven informants
three fathers, three daughters, and one religious figure then analysed through data
condensation, display, and conclusion drawing, with triangulation as the validity
test.

The findings show: (1) parental authority in Mentaos Village is protective
and facilitative, with fathers performing a preventive function through suitability
standards for prospective husbands based on morality and ethical commitment in
line with al-Ghazali’s perspective, although daughters’ involvement varies from
dialogic to unilateral patterns; (2) the father’s position as guardian fulfils Islamic
legal requirements, and based on al-Syatibi’s maqasid al-shari’ah framework, the
protection of hifz al-nasl, hifz al-din, and hifz al-mal has been proportionally
fulfilled, while hifz al-nafs and hifz al-’aql risk being neglected in patterns with
minimal involvement of the daughter. Therefore, maqasid al-shari’ah requires a
balanced integration between the guardian’s guidance and the daughter’s genuine
consent.
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